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Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Pertani (Persero)

Cabang Banyuwangi ; Mohammad Irfan Faqih, 140903101046; 2017: 56

halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember.

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai

dengan tanggal 31 Maret 2017. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata

di PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi adalah: 1) Memahami pelaksanaan

penghitungan dan pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi. 2) Memperoleh pengalaman

kerja lapangan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya pajak bumi dan

bangunan. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis mempelajari

tentang Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada

PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi. Tarif pajak bumi dan bangunan untuk

daerah banyuwangi adalah 0,1% untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dibawah

Rp. 1.000.000.000,00 dan 0,2% untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diatas Rp.

1.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6

Tahun 2012.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas harta tetap,

yang diberlakukan melalui UU No. 12 tahun 1994. Harta tetap yang dimaksud

adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang

ada dibawahnya, meliputi tanah dan perairan dalam serta laut wilayah Indonesia.

Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan

secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Penghitungan pajak bumi dan bangunan menggunakan asas sistem official

assessment system, yaitu adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
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terutang. Pembayaran pajak bumi dan bangunan terutang selambat-lambatnya 6

bulan setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Pembayaran pajak bumi dan bangunan sendiri dapat melalui Bank, Pos dan Giro,

serta tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas ILmu

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Dilaksanakan dengan surat

tugas nomor: 456/UN25.1.2/SP/2017.
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu rumah tangga yang besar, yang setiap tahunnya harus

menyediakan dana yang besar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut pemerintah berusaha

mengoptimalkan berbagai kemungkinan yang ada untuk meningkatkan

penerimaan negara khususnya dari dalam negeri yaitu salah satunya melalui

sektor pajak. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang

sangat penting bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional, serta

meningkatkan peran masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Mengingat pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan Negara,

maka pemerintah mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan

penerimaan Negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

perpajakan. Ekstensifikasi perpajakan adalah meliputi penggalian atau perluasan

objek pajak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memungkinkan menjumlah objek pajak baru meningkat yang selama ini belum

diperhitungkan. Hal semacam ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk

dapat menggali objek pajak seluas-luasnya. Sedangkan intensifikasi perpajakan

adalah meliputi, (1) Pembaharuan meliputi undang-undang Perpajakan serta

peraturan-peraturan tentang masalah pemungutan pajak, (2) Peningkatan mutu

Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang perpajakan, dalam hal ini aparat

perpajakan selaku petugas, pemungut dan pelayan perpajakan, (3) Peningkatan

pelayanan pajak dengan memberikan kemudahan saran dan fasilitas-fasilitas

perpajakan (Tjahjono & Husein, 2000).

Penerimaan pajak di Indonesia pada dasarnya terdiri dari penerimaan pajak

dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Penerimaan pajak dalam negeri

terdiri dari; pajak penghasilan (PPh), pajak pertyambahan nilai (PPN), pajak

penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan

(PBB), serta bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak



2

lainnya. Sedangkan penerimaan pajak dari luar negeri terdiri dari bea masuk dan

pajak atas impor.

Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak

pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak

daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah. Salah satu penerimaan pajak  daerah yang

berperan sangat besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas harta

tetap, yang diberlakukan melalui UU No. 12 tahun 1994 (Meliala, 2007), yang

dimaksud harta tetap adalah bumi dan bangunan, bumi adalah permukaan bumi

dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, meliputi tanah dan perairan pedalaman

serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang

ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Gunadi,1999).

Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No.

12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana telah diubah

dengan UU No. 12 tahun 1994ntentang perubahan atas UU No. 12 tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya, PBB juga diatur

dengan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan (Tjahjono &

Husein, 2000).

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP). Penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) adalah tiga (3) tahun sekali

untuk daerah tertentu yang pembangunannya berkembang dengan pesat sehingga

mengakibatkan kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) cukup besar, maka dari itu

penetapan nilai jualnya ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai

jualnya, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Menteri Keuangan

bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan serta

memperhatikan asas official assessment system. Assessment value adalah nilai jual

yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang presentasinya diambil

dari nilai jual yang sebenarnya. Dengan mengambil judul laporan Mekanisme

Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
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Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi ini penulis

dapat memahami bagaimana cara menghitung dan membayar pajak bumi dan

bangunan yang ada pada PT. Pertani (persero) Cabang Banyuwangi.

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang pada PT. Pertani (Persero) Cabang

Banyuangi yang merupakan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Pertani

merupakan perusahaan perseroan terbatas dan merupakan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertanian. Lini bisnis dari PT. Pertani

(Persero) ini antara lain: (1) Produksi dan distribusi pupuk; (2) Produksi dan

distribusi beras; (3) Produksi dan distribusi benih; (4) Distribusi sarana produksi

pertanian non pupuk (pestisida, herbisida); (5) Pelayanan jasa (pengolahan lahan,

angkutan; (6) Pengolahan gedung pada sistem resi gudang; (7) perdagangan hasil

bumi (www.pertani.co.id).

PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi merupakan subyek pajak yang

telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan diperolehnya NPWP

01.001.651.7-627.001 sebagai identitas wajib pajak. Maka, PT. Pertani (Persero)

Cabang Banyuwangi mempunyai kewajiban menghitung dan membayar pajak

yang terutang. Adapun pajak yang dihitung dan dibayarkan oleh PT. Pertani

(Persero) Cabang Banyuwangi adalah pajak penghasilan (PPh), pajak

pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam Laporan

Praktek Kerja Nyata ini, objek yang akan dibahas adalah Pajak Bumi dan

Bangunan, karena objek pajak tersebut merupakan salah satu kewajiban dan

tanggung jawab PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuangi untuk melakukan

penghitungan dan pembayaran.

PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi sendiri mempunyai 13 (tiga

belas) lokasi yang dikenai pajak bumi dan bangunan, 13 (tiga belas) lokasi

tersebut adalah:
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Tabel 1.1 Lokasi Objek Pajak PBB PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi

Tahun 2016

No. Letak Objek
Pajak

Luas PBB yang harus
dibayar (Rp)

1 Jl. Ahmad Yani, Jend
25

Bumi
Bangunan

13.035
894

30.805.230,00

2 Jl. Gambiran 1 Bumi
Bangunan

6.897
2.141

4.653.088,00

3 Jl. Juanda 1 Bumi
Bangunan

20.365
1.223

19.868.885,00

4 Jl. Juanda 1 Bumi
Bangunan

350
200

211.385,00

5 Jl. Juanda 1 Bumi
Bangunan

238
120

123.677,00

6 Persil 122 Bumi
Bangunan

5.814
-

511.632,00

7 Persil D 562 Bumi
Bangunan

19.140
72

380.831,00

8 Persil S 330 Bumi
Bangunan

1.529
-

10.091,00

9 Persil S 82 Bumi
Bangunan

3.446
-

22.054,00

10 Persil D 84 Bumi
Bangunan

2.495
1.116

334.852,00

11 Persil S 22 Bumi
Bangunan

7.523
-

48.197,00

12 Persil S 59 Bumi
Bangunan

7.852
-

98.935,00

13 Jl. Bangorejo -
Sukorejo II

Bumi
Bangunan

11.781
360

3.303.100,00

TOTAL PBB 60.371.957,00
Sumber : PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi 2016

Total Pajak Bumi dan Bangunan yang harus di bayar PT. Pertani (PERSERO)

Cabang Banyuwangi pada tahun 2016 adalah Rp 60.371.957,00.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, terutama pajak bumi dan

bangunan diperlukan adanya system pembayaran yang baik, yaitu menjamin

kelancaran dan ketertiban membayar administrasi piutang pajak bumi dan

bangunan, memudahkan pengawasan sederhana dalam pelaksanaannya, sekaligus
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dapat menjamin peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan semaksimal

mungkin, sehingga hasil dari pembayaran pajak tersebut dapat digunakan dengan

baik dan bermanfaat bagi negara Indonesia untuk membiayai pembangunan

khususnya pembanguna nasional.

Mengingat pentingnya pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu

sumber pendapatan negara dari sektor pajak, serta PT. Pertani (persero) Cabang

Banyuwangi sebagai subyek dan wajib pajak yang mempunyai kewajiban

menghitung dan membayar pajak, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul

“Mekanisme Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Pertani (Persero) Cabang

Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan tersebut, maka rumusan masalah dalam

laporan ini adalah: “bagaimana mekanisme perhitungan dan pembayaran pajak

bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani (Persero)

Cabang Banyuwangi?”.

1.3 Tujuan dan manfaat praktek kerja nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan praktek kerja nyata (PKN)

Berdasarkan latar belakan yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan pelaksanaan

praktek kerja nyata (PKN), yaitu memahami mekanisme penghitungan dan

pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada

PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuangi

1.3.2 Manfaat praktek kerja nyata (PKN)

Adapun manfaat dari pelaksanaan praktek kerja nyata (PKN), yaitu:

1. Bagi Penulis

a. Sebagai sarana latihan kerja sama serta menerapkan ilmu yang telah

diterima selama dibangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan

pelaksanaan mekanisme penghitungan dan pembayaran pajak bumi
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dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani

(Persero) Cabang Banyuwangi.

b. Menambah wawasan dan pengalaman yang berkaitan dengan

mekanisme penghitungan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani (Persero) Cabang

Banyuwangi.

2. Bagi Universitas Jember

a. Sebagai gambaran dan pengetahuan akademik tentang mekanisme

penghitungan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan

dan perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani (Persero) Cabang

Banyuwangi.

b. Sebagai acuan bagi penulis lain yang akan melakukan praktek kerja

nyata pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi.

3. Bagi PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi

a. Dapat mengevaluasi mekanisme penghitungan pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani

(Persero) Cabang Banyuwangi.

b. Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam kebijakan

perpajakannya, khususnya pada pajak bumi dan bangunan.
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BAB II. TINJAU PUSTAKA

2.1 Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro (Brotodiharjo, 1993): Pajak adalah iuran

rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector partikelir ke sector

pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal balik (tagen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian

disempurnakan pada saat beliau berpidato di depan Wisuda Sarjana Universitas

Parahyangan, yang kemudian dicantumkan dalam buku Pajak dan Pembangunan

(Brotodiharjo, 1993), sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak

rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya”

digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk

membiayai “public investment”.

Definisi lain yang dikemukakan oleh Djajadiningrat (Munawir, 1995) pajak

adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara

disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara

secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditari kesimpulan tentang ciri-ciri yang

melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapaat ditunjukan adanya kontra

prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsunhg

antar jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi individu.
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3. Peyelenggaraan pemerintah secara umum merukan kontra prestasi dari

negara.

4. Diperuntukan bagi pengeluararn rutin pemerintah jika masih surplus

digunakan untuk “public investment”.

5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yaitu

mengatur.

2.1.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Tjahjono & Husein, 2000) yaitu:

1. Fungsi Keuangan Negara (Budgetair)

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk

memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Regularend)

Di samping usaha untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk

kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah

untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu,

mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Pada fungsi mengatur, pungutan pajak digunakan:

a. Seagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang

ekonomi dan sosial.

b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di

luar bidang keuangan.

Bebrapa contoh pungutan pajak yang berfungsi mengatur:

a. Pemberlakuan tariff progesif (dalam hal ini pajak dekenal juga berperan

sebagai alat dalam Retribusi Pendapatan).
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b. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan

untuk melindungi produksi dalam negeri.

c. Pemberian fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa

jenis industri tertentu untuk dengan maksud mendorong atau

memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya.

d. Pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud untuk menghambat gaya

hidup mewah.

e. Pembebasan PPh atas Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diperoleh

sehubungan dengan kegiatan usaha yang semata-mata dari dan untuk

anggota.

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Ada tiga pengelompokan pajak (Mardiasmo, 2016) , yaitu:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang

lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memrhatiakan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah

3. Menurut Lembaga Pemungutnya
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a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan Cukai

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah angga daerah.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka

pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

endangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan

banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara

maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai dengan fungsi budgetair, baiya pemungutan pajak harus lebih rendah

dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak haru sederhana
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Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang aru.

Contoh:

a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam

tarif.

b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif,

yaitu 10%.

c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk

perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang

berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi

pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara

lain (Mardiasmo, 2016):

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, hak-hak rakyatnya. Oleh

karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi

asuransi karena memperoleh jaminan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan

seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur

daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan

yang dimiliki oleh seseorang.
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b. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil

yang harus dipenuhi.

Contoh:

Tuan A Tuan B

Penghasilan/bul

an

Rp 10 juta Rp 10 juta

Status menikah

dengan 3

anak

bujangan

Secara subjek PPh tuan A sama basar dengan tuan B, karena mempuanyai

penghasilan yang sama besar. Sedangkan secara subjektif, PPh untuk tuan A

lebih kecil dari pada tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus  dipenuhi

tuan A lebuh besar.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai sesuatu kewajiban.

5. Teori Atas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya

kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.5 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochman Soemitro, S.H., Hukum pajak mempunyai kedudukan

diantara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara suatu individu dengan individu

lainnya.
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2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

a. Hukum Tata Negara

b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)

c. Hukum Pajak

d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum

publik.

2.1.6 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut

pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak (Mardiasmo,

2016), yaitu:

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara

lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak),

siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang

dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang

pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum pajak formil, memuatbentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum

materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

b. Hak-hak fiskus mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak

mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang

pajak.

c. Kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan

pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya

mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
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2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata),

sehingga pemungutannya baru bisa dilakukan pada akhir tahun pajak,

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya sudah diketahui. Stelsel

nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan

stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan

kelemahannya adalah pajhak baru dapat dikenakan pada akhir periode

(setelah penghasial riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak dikenakan pada suatu anggapan yang diatur oleh

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan

tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel

ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus

menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang

dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan

keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih

besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus

menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan wajib pajak

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari
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dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak luar

negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari

wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak.

Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada

fiskus.

b. Wajib pajak bersifat pasif..

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib

pajak sendiri.

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding System
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Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk

memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada

pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.9 Timbulnya Hutang Pajak

Hutang pajak timbul jika undang-undang yang menjadi dasar untuk

pemungutannya telah ada, dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek dan syarat

objektif, yang ditentukan oleh undang-undang secara bersama (simultan). Syarat

objektif dipenuhi apabila keadaan yang nyata (tatbestand) yang disebut oleh

undang-undang dipenuhhi. Tatbestand (Bahasa Jerman) dapat berupa (Tjahjono

dan Husein, 2000):

1. Perbuatan

2. Keadaan, atau

3. Peristiwa.

Saat timbulnya hutang pajak mempunyai peranan yang menentukan dalam:

1. Pembayaran penagihan pajak.

2. Memasukan surat keberatan.

3. Penentuan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa.

4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan.

Ada dua ajaran atau pendapat mengenai saat timbulnya hutang pajak (Tjahjono

dan Husein, 2000), yaitu:

1. Ajaran materiil

Hutang pajak timbul karena ada undang-undang pajak dan

peristiwa/keadaan/perbuatan, dan tidak menunggu dari pihak

fiskus/pemerintah.

Sesuai dengan ajaran materiil ini, saat terutangnya pajak penghasilan adalah:
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a. Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan dapat dipotong oleh pihak

ketiga.

b. Pada akhir masa, untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong

pemberi kerja, atau oleh pihak lain atas kegiatan usaha.

c. Pada akhir tahun untuk pajak penghasilan.

2. Ajaran formil

Hutang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak yaitu

pemerintah atau aparatur pajak, sehingga pajak terhutang pada saat

diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2.1.10 Penagihan Hutang Pajak

Tindakan penagiahn pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah (Tjahjono dan

Husein, 2000), sebagai berikut :

1. Penagihan secara pasif

a. Penyerahan SKPKB, SKPKBT dan STP.

b. Apabila belum berhasil dengan menggunakan surat tegoran.

2. Penagihan secara aktif

Penagihan dengan menggunakan surat paksa dan dilanjutkan dengan

tindakan sita. Surat paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh

instansi yang berwenang atas nama keadilan untuk membayar sejumlah

uang yang disebutkandalam surat paksa tersebutdalam jangka waktu

tertentu. Penagihan dengan surat paksa diatur dalam UU No. 19 tahun

1997 tentang penagihan dengan surat paksa.

2.1.11 Berakhirnya Hutang Pajak

Secara lengkap berakhirnya hutang pajak adalah sebagai berikut (Tjahjono

dan Husein, 2000):

1. Pelunasan atau pembayaran

Umumnya hutang pajak berakhir dengan pembayaran ke kas negara atau

tempat lain yang ditunjukan oleh negara seperti bank-bank pemerintah, kantor

pos dan giro, dal lain-lain.
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2. Kompensasi (pengimbangan)

Kompensasi dalat dilakukan atas pembayaran dan atas kerugian. Kompensasi

kerugian dimungkinkan jika pada awal pedirinya wajib pajak menderita

kerugian. Sedangkan kompensasi karena pembayaran dilakukan apabila salah

satu pihak mempunyai hutang dan mempunyai tagihan kepada pihak lain.

Dalam hukum pajak kompensasi pembayaran dapak dilakukan jika wajib

pajak untuk satu jenis pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak

sedangkan untuk lain jenis terdapat kekurangan pembayaran pajak.

3. Penghapusan hutang

Dimungkinkan berakhirnya pajak melalui penghapusan terhadap kewajiban

pajak karena wajib pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami

kesulitan keuangan. Untuk menentukan apakah seorang wajib pajak pailit

atau tidak diperlukan penyelidikan yang seksama oleh fiskus, dengan tujuan

menantinya fiskus dapat dipertanggungjawabkan.

4. Daluwarsa atau lewat waktu

Daluwarsa yaitu jika dalam jangka waktu tertentu suatu hutang pajak tidak

ditagih oleh pemungutnya, maka hutang pajak tersebut dianggap lunas dan

tidak dapat ditagih lagi. Dengan demikian hutang pajak akan berakhir jika

melewati waktu daluwarsa.

5. Pembebasan

Pengakhiran hutang pajak yang dilakukan oleh fiskus tanpa persetujuan pihak

wajib pajak. Hal ini dilakukan jika ada permohonan atau keadaan ekonomi

wajib pajak yang mengalami kemunduran keuangan. Pembebasan pajak

menurut undang-undang umumnya hanya deiberikan terhadap sanksi

administrasi.

6. Penundaan penagihan

Dengan cara ini penagihan pajak terutang dapat ditunda dalam jangka waktu

tertentu. Jika kemudian wajib pajak mampu lagi untuk melunasi hutang

pajaknya, maka barulah ditagih. Jika tidak dapat juga ditagih maka barulah

dihapuskan pajaknya.
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2.1.12 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokan menjadi 2

(Mardiasmo, 2016), yaitu:

1. Perlawanan pasif

Mesyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dngan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh

wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak

melanggar undang-undang.

b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar

undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.13 Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak (Mardiasmo, 2016) :

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya

nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean akan dikenakan

Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:
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Besarnya tarif Bea Materai  untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal

berapapun adalah Rp 3.000,00-

3. Tari progresif

Persentase tarif yang digunakan semakain besar bila jumlah yang dikenakan

pajak semakin besar.

Contoh:

Pasal 17 UU Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam

negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25%
Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentasenya semakin besar

b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentasenya tetap

c. Tarif progresif degrasif  : kenaikan persentasenya semakin kecil

4. Tarif degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Marsyahrul (2004), Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh

pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah

tingkat 2) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan

pembangunan daerah (APBD).

Definisi pajak daerah menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak derah, akan

dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau

Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah

diatur oleh undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dasar hukum Pajak Daerah adalah:

1. UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No.

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan

3. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

2.2.1 Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah menurut Marsyahrul (2004):

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang

diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.

2. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang

dikuasainya.

3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan

atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

4. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga

pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat

yang wajib membayar. Perda mengenai pajak daerah paling sedikit

mengatur mengenai :

a. Nama, objek dan subjek pajak.

b. Dasar pengenaan, tariff dan cara penghitungan.

c. Wilayah Pemungutan.

d. Masa Pajak

e. Penetapan.
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f. Tata cara pembayaran dan penagihan.

g. Kedaluwarsa.

h. Sanksi administrative.

i. Tanggal mulai berlaku.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah menurut Mardiasmo (2004):

1. Pajak provinsi:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan;

e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas harta

tetap, yang diberlakukan melalui UU No. 12 tahun 1994 munurut Meliala (2007),
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yang dimaksud harta tetap adalah bumi dan bangunan, bumi adalah permukaan

bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, meliputi tanah dan perairan

pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi

teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

(Gunadi, 1999).

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah

UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana telah

diubah dengan UU No. 12 tahun 1994ntentang perubahan atas UU No. 12 tahun

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya, PBB juga diatur

dengan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan (Tjahjono &

Husein, 2000).

2.3.2 Terminologi Pajak Bumi dan Bangunan

1. Bumi, yang dimaksud dengan bumi dalam UU N0. 12 tahun 1994 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada

di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman

(termasuk rawa-rawa tambak  pengairan) serta laut wilayah Republik

Indonesia.

2. Bangunan, yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknikyang

ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat

tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

3. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari

transaksi jual beli yang secara wajar, dan bila mana tidak terddapat transaksi

jual beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain

yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan

oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan

undang-undang.
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5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan

oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberi-tahukan besarnya pajak terutang

kepada wajib pajak.

2.3.3 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata

mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,

dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, yang

meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan

penyewa.

Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya,

maka yang menjadi subjek pajak dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Beberapa

ketentuan khusus yang tentang siapa saja yang menjadi subjek dalam hal ini

(Tjahjono & Husein, 2000).

1. Jika suatu subjek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau

bangunan mmilik orang lain yang bukan karena suatu hak berdasarkan

undang-undang atau bukan karenaperjanjian, maka subjek pajak yang

memamnfaatkan / menggunakan bumi dan/atau bangunan ditetapkan

sebagai wajib pajak.

2. Suatu objek pajak yang masih sengketa dan masih dalam pengadilan, maka

orang atau badan yang memanfaatkan / menggunakan objek pajak

tetrsebut ditetapkan sebagai wajib pajak.

3. Subjek pajak dalam waktu lama yang berada diluar wilayah letak objek

pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada

orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak.

Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau

bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa

tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah

konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara permanen pada pada tanah
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dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan

(Tjahjono & Husein, 2000).

Termasuk dalam penegrtian bangunan dibawah ini adalah:

a. Jalan lingkunngan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti

hotel, pabrik dan emplasemennyadan lain-lain yang merupakan stau

kesatuan dengan kompleks tersebut;

b. Jalat tol;

c. Kolam renang;

d. Pagar mewah;

e. Tempat olahraga;

f. Galangan kapal, dermaga;

g. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;

h. Fasillitas lain yang memberikan manfaat.

Sedangkan objek pajak yang dikecuallikan dari Pengenaan Pajak Bumi dan

Bangunan adalah objek pajak yang:

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yanng

tidak dimaksud untuk mencari keuntungan.

Contoh: masjid, greja, wihara, rumah sakit, pesantren, madrasah,

museum, candi, panti jompo, panti asuhan, dll;

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis

dengan itu;

c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, taman pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara

yang belum dibebani hak;

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan atas timbal

balik;

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang

ditentukan oleh Menteri Keuangan.
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2.3.4 Nilai Jual Objek Pajak Tidak  Kena Pajak (NJOPTKP)

Nilai Jual Objek Pajak Tidak  Kenak Pajak (NJOPTKP) adalah batas Nilai

Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya

NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000

dengan ketentuan sebagai berikut (Booklet PBB, 2015):

1. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu

kali dalam satu Tahun Pajak.

2. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang

mendapatkan penguranagn NJOPTKP hanya satu objek pajak yang

nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya.

2.3.5 Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak

Dasar pengenaan pajak dan cara menghitung pajak (Mardiasmo, 2016).

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahuhn oleh

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri

Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat

Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20%

dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

4. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan

memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Pbjek Pajak adalah tiga tahun sekali.

Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan

mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan

setahun sekali.

Dalam menetapkan niali jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral

Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat

Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatiakan

asas self assessment. Yang dimaksud (assessment value) adalah niali jual yang
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Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP

= 0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)]

dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu

dari nilai jual sebenarnya.

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani

wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap dengan memerhatikan

penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya

persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu:

1) Sebesar 40% dari NJOP untuk:

a. Objek pajak perkebunan.

b. Objek pajak kehutanan.

c. Objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP

atas bumu dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Sebesar 20% dari NJOP untuk:

a. Objek pajak pertambangan.

d. Objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak

dengan NJKP.

2.3.6 PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2)

Sejak berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tanggal 15 September

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut

Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan ke

pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten atau
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kota dimulai tanggal 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014

(Mardiasmo, 2016).

PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2) adalah pajak atas bumi dan/atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk sector usaha perkebunan,

perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh

pemerintah pusat. Tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma

tiga persen). Tarif PBB P2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Objek PBB P2 adalah bumi dan bangunan, termasuk dalam pengertian

bangunan adalah:

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti

hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan

kompleks bangunan tersebut;

b. Jalan tol;

c. Kolam renang;

d. Pagar mewah;

e. Tempat olahraga;

f. Galangan kapal, dermaga;

g. Taman mewah;

h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

i. Menara

Sedangkan yang tidak dikenakan objek PBB P2 adalah objek pajak yang:

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan

pemerintahaan;

b. Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial,

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan

untuk memperoleh keuntungan;

c. Digunakan untuk keburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya;
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d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah negara yang

belum dibebani suatu hak;

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.7 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Hubungan antara Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) enurut Mardiasmo,

2016.

1. Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya

dengan mengisi SPOP.

Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan

dikembalikan kepada Direktorat Jendral Pajak. Wajib pajak yang pernah

dikenakan IPEDA yidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali jika

ia mendapatkan SPOP, maka dia wajib mengisinya dan

mengembalikannya kepada Direktorat Jendral Pajak.

2. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta

ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah

tanggal diterimanay SPOP oleh subjek pajak.

3. Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang

diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu

wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yanng

telah ada pada Direktorat Jendral Pajak.

4. Direktorat Jendral Pajak dapat mengeluarkan SKP dalam hal-hal sebagai

berikut:

a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis

tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
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b. Apabila berdasarkan hasil; pemeriksaan atau keterangan lain ternyata

jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak

yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya, walaupun

sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu

yang ditentukan dalam Surat Teguran itu, Direktur Jendral Pajak dapat

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan.

Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keteranngan lain yang ada pada

Direktorat Jendral Pajak ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar

dari jumlah pajak dalam SPPT yang dihitung atas dasar SPOP yang

disampaikanwajib pajak, Direktur Jendral Pajak menerbitkan SKP secara

Jabatan.

5. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagai mana dimaksud dalam

huruf d nomer 1 adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi

sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

Sanksi administrasi yang dikenakan teradap wajib pajak yang tidak

menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi dengan tambahan terhadap pokok

pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak.

SKP ini berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jendral Pajak menurut

penetapan objek pajak dan besarnya pajak yang terutang beserta denda

administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

6. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagai mana yang dimaksud

dalam huruf d nomer 2, adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan

hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang

dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda adminbistrasi sebesar 25%

dari selisih pajak yang terutang.

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang mengisi SPOP

tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2.3.8 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
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Tata cara pembayaran dan penagihan pajak PBB (Mardiasmo, 2016).

1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya

6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Contoh:

Apabila SPPT diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 April 2010,maka

jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 30 September 2010.

2) Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1

bulan sejak diterimanya SKP oleh wajib pajak.

Contoh:

Apabila SKP diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Maret 2010, maka

jatuh tempo pengembaliannya adalah tanggal 31 Maret 2010.

3) Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau

kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang

dihitung dari saat jatuh tempo saat hari pembayaran untuk jangka waktu

paling lama 24 bulan.

Menurut ketentuan ini, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo

pembayaran tidak atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi

sebesar 2% setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang bayar tersebut

untuk jangka waktu yang paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan

dihitung penuh 1 bulan.

Contoh:

SPPT tahun pajak 2010 diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 maret

2010 dengan pajak yang terutang sebesar Rp 500.000,00. Oleh wajib pajak

baru dibayar pada tanggal 1 September 2010. Maka terhadap wajib  pajak

tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2%, yakni

2% x Rp 500.000,00 = Rp 10.000,00.

Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2010

adalah:

Pokok pajak + denda administrasi =

Rp 500.000,00 +Rp 10.000,00 = Rp 510.000,00.
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Bila wajib pajka tersebut baru membayar utang pajaknya pada tanggal 10

Oktober 2010, maka terhadapwajib pajak tersebut dikenakan denda 2 x 2%

dari pokok pajak, yakni:

4% x Rp 500.000,00 = Rp 20.000,00

Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 2010

adalah:

Pokok pajak + denda administrasi =

Rp 500.000,00 + Rp 20.000,00 = Rp 520.000,00

4) Denda administrasi sebagai mana dimaksud dalam nomor 3 diatas,

ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang bayar ditagih

dengan Surat Taguhan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-

lambatnya 1 bulan sejak diterimanya STP oleh wajib pajak.

Menurut ketentuan ini denda administrasi dan pokok pajak seperti dalam

nomor 3 di atas, ditagih menggunakan STP yang harus dilunasi dalam

waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya STP tersebut.

5) Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro dan

tempat lain yang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

6) Tata cara pembayaran ddan penagihan pajak diatur oleh Menteri

Keuangan.

7) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak

(SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak.

8) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada

waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Dalam hal tagihan pajak yang kurang bayar setelah jatuh tempo yang telah

ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini

berdasarkan UU No. 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU

No.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
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BAB III. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat

tugas Nomor 457/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 01 Maret sampai

dengan 31 April 2017 atau 31 (tiga puluh satu) hari kalender di PT. Pertani

(Persero) Cabang Banyuwangi.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam

kerja di Kantor PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat

Senin s/d Kamis 08.00 – 17.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB

Jum’at 08.00 – 17.00 WIB 11.00 - 13.00 WIB

Sabtu dan Minggu Libur Libur

Sumber: PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi, 2017

3.1.2 Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor PT. Pertani

(Persero) Cabang Banyuwangi. Jalan Ahmad Yani No. 27 Banyuwangi pada

bagian Keuangan Umum dan Perpajakan. Adapun struktur organisasi kantor PT.

Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi sebagai berikut.
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor PT. Pertani (Persero) Cabang

Banyuwangi

Sumber: PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi

Dari gambar 3.1 di atas, dapat diuraikan tugas masing-masing bagian, adapun

tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

Membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Wilayah merencanakan,

mengkoordinasikan, dan melaksankan aktivitas transaksi dalam kegiatan

pemasaran dan distribusi, serta bertanggung jawab melaksanakan tindakan

hokum dan mengikatkan diri dalam transaksi untuk dan atas nama

perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan operasional Kepala

Wilayah sesuai rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan Direksi.

Meneliti lingkungan eksternal usaha yang menyangkut aspek

sosioekonomis, teknologi, kebijakan pemerintah, pemasok, pelanggan dan

pesaing serta mendiagnosis dampak peluang dan ancaman yang

berpengaruh kepada pelaksanaan kegiatan pemasaran di seluruh daerah

kerjanya.

2. Unit Produksi Pupuk dan Pestisida

Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian

pengelolaan perusahaan dibidang produksi pupuk dan pestisida.

3. Unit Produksi Benih

Kepala PT. Pertani
(PERSERO) Cabang

Banyuwangi

Kasi.
Operasional

Kasi. Keu &
Umum

Unit Produksi
Benih Unit Pemasaran

Unit Produksi
Pupuk dan
Pestisida

Unit
Pergudangan

Unit
Penggilingan

Padi
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Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian

pengelolaan perusahaan dibidang produksi pupuk dan pestisida.

4. Unit Pemasaran

Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian

pengelolaan perusahaan dibidang pemasaran sarana produksi pertanian,

jasa, dan hasil pertanian.

5. Unit Pergudangan

Melaksanakan kegiatan pengelolaan pergudangan dalam rangka

pengelolaan perusahaan.

6. Unit Penggilingan Padi

Melaksanakan kegiatan penggilingan padi dalam rangka pengelolaan

perusahaan.

7. Kasi Operasional

Membantu pelaksanaan tugas Cabang dalam pemasaran, distribusi dan

produksi dengan bertanggung jawab untuk memastikan organisasinya

berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi

harapan para pelanggan dank lien dengan cara yang efektif dan efisien.

8. Kasi Keu & Umum

Membantu pelaksanaan tugas Cabang dalam perencanaan,

pengkoordinasian dan pengendalian bidang keuangan, pembukuan,

perpajakan, kepersonaliaan, sarana dan kesekretariatan. Secara

operasional, Kasi Keu & Umum mempunyai fungsi staffyang bertanggung

jawab untuk melakukan penagihan, pencatatan dan pelaporan transaksi,

menyusun arus kas dan tugas-tugas kesekretariatan.

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada bagian

Keuangan Umum dan Perpajakan. Tugas bagian Keuangan Umum dan Perpajakan

tersebut yaitu membantu pelaksanaan tugas kantor cabang dalam perencanaan,



36

pengkoordinasian dan pengendalian bidang keuangan, pembukuan, dan

perpajakan. Pada bagian tersebut, penulis dapat mengamati alur keuangan dan

perpajakan pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi. Dengan

ditempatkannya penulis pada bagian Keuangan Umum dan Perpajakan, maka

penulis mengambil judul laporan Tugas Akhir “Mekanisme Penghitungan dan

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada

PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi”.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata,

penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor PT. Pertani (Persero)

Cabang Banyuwangi yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu
Pelaksanaan dan

Penanggung
Jawab

Kegiatan Hasil yang Didapat

(a) (b) (c)

Rabu, 01 Maret
2017

Budi Susdiarto,
SP. MM

Sugeng, SP. MM

Ibu Rika

1. Diterima ditempat Praktek
Kerja Nyata di PT. Pertani
(Persero) Cabang
Banyuwangi

2. Memberikan penjelasan
singkat tentang tata tertib
dan disiplin yang harus
diikuti oleh Peserta Praktek
Kerja Nyata (PKN)

3. Reviwe materi perkuliahan
yang diterima selama
berada di meja kuliah

Mengetahui tata tertib
dan disiplin kerja yang
berlaku pada PT. Pertani
(Persero) Cabang
Banyuwangi

Berhasil mengingat
materi yang sudah
didapat.

Kamis, 02 Maret
2017
Ibu Rika

1. Menganalisis penjuan UPA
1 2016 dan mengisi PBKA
2016 serta pengaplikasian
PPN

2. Mengisi master CSV
manual ppn

Mengetahui cara
pengisian master CSV
manual PPN

Jum’at, 03 Maret 1. Melanjutkan pengisian Mengetahui cara
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2017
Ibu Rika

master CSV manual PPN
2. Memindahkan data BH

Penjualan Jember Januari-
Desember 2016 ke master
CSV manual PPN

pengisian master CSV
manual PPN

(a) (b) (c)

Senin, 06 Maret
2017
Ibu Rika

Mengisi data penjualan dan
menghitung PPN BH
Penjualan Jember Januari-
Desember 2016  master CSV
manual PPN

Mengetahui cara
pengisian master CSV
manual PPN

Selasa, 07 Maret
2017
Ibu Rika

Menghitung PPN dari
penjualan menir dan katul di
bulan Januari s/d Desember
2016

Pengaplikasian materi
PPN yang pernah
diterima

Rabu, 08 Maret
2017
Ibu Rika

1. Melanjutkan penghitungan
PPN dari penjualan menir
dan katul di bulan Januari
s/d Desember 2016

2. Mengimput data CSV ke E-
Faktur

3. Mengimput data penjualan
di daerah muncar

Mengetahui cara
pengisian master CSV
manual PPN

Mengetahui cara
pembayaran PPN
melalui E-Faktur

Kamis, 09 Maret
2017
Ibu Rika

1. Mengisi master CSV
manual PPN dari BH
Penjualan Muncar

Mengetahui cara
pengisian master CSV
manual PPN

Jum’at, 10 Maret
2017
Ibu Rika

Mengecek data penjualan dan
PPN untuk bagian UPA 2 BWI

Mendapat data total
penjualan

Senin, 13 Maret
2017
Ibu Rika

Mengecek PPN keluaran dari
UPA Jember

PPN keluaran dari UPA
Jember sudah sesuai

Selasa, 14 Maret
2017
Ibu Rika

1. Melanjutkan pengecekan
PPN Keluaran dari UPA
Jember

2. Berdiskusi tentang judul
Tugas Akhir yang akan
diambil oleh penulis

Mendapatkan pandangan
judul yaitu tentang PBB

Rabu, 15 Maret
2017
Ibu Rika

1. Menerima penjelasan
penerapan PPh 22

2. Mengisi SPT Masa PPh 22

Memperoleh
pengetahuan tentang
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bulan Februari 2017 pengisian PPh 22

(a) (b) (c)

Jum’at, 17 Maret
2017
Ibu Rika

Ijin, mengurus kekurangan
surat” di kampus

Proses pengajuan judul

Senin, 20 Maret
2017
Ibu Rika

Bapak Johanes

1. Melakukan pelaporan SPT
Masa PPh 21 dan SPT
Masa PPh 22 ke KPP
Pratama Banyuwangi

2. Mendata daftar usulan
pembelian benih bersudsidi
untuk Tunas Harapan
Panarukan dan Pandan Sari
Panarukan

Mengetahui cara
pelaporan PPh 21 dan
PPh 22

Mendapatkan data
usulan benih bersubsidi

Selasa, 21 Maret
2017
Sugeng, SP. MM

Wawancara bersama Bapak
Sugeng selaku Kasi
Operational tentang gambaran
umum perusahaan dan lokasi
yang dikuasai oleh PT. Pertani
yang dikenakan PBB

Mendapatkan informasi
mengenai gambaran
umum dan objek PBB
milik PT. Pertani
(Persero) Cabang
Banyuwangi

Rabu, 22 Maret
2017
Bapak Suparni

Mengumpulkan data yang
berkaitan dengan PBB pada
PT. Pertani (PERSERO)
Cabang Banyuwangi

Mendapatkan SPPT

Kamis, 23 Maret
2017
Ibu Rika

Melakukan pendataan daftar
usulan pembelian benih
bersubsidi untuk kelompok tani
bengawan dan sido makmur

Data usulan pembelian
benih bersubsidi untuk
kelompok tani

Jum’at, 24 Maret
2017
Ibu Rika

Berdiskusi tentang PBB yang
ada di PT. Pertani (Persero)
Cabang Banyuwangi

Mengetahui cara
pembayaran dan
penghitungan PBB pada
PT. Pertani (Persero)
Cabang Banyuwangi

Senin, 27 Maret
2017
Ibu Rika

Ijin, mengisi materi
menejemen organisasi dan
estetika seni di orientasi Unit
Kegiatan Mahasiswa Kesenian
(UKMK) Universitas Jember

Mwndapat pengalaman
menjadi pemateri pada
orientasi Unit Kegiatan
Mahasiswa Kesenian
(UKMK) Universitas
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angkatan 20 Jember angkatan 20

Selasa, 28 Maret
2017

LIBUR (hari raya nyepi)

(a) (b) (c)

Rabu, 29 Maret
2017
Bapak Suparni

Mengambil data yang
diperlukan untuk Laporan
Tugas Akhir

Mendapatkan data
tentang PBB dan lokasi
Objek PBB

Kamis, 30 Maret
2017
Bapak Suparni

Melengkapi data-data yang
diperlukan untuk Laporan
Tugas Akhir

Mendapatkan data yang
diperlukan saat
penulisan Tugas Akhir
Laporan PKN

Jum’at, 31 Maret
2017
Budi Susdiarto,
SP. MM

Berpamitan kepada seluruh staf
kantor PT. Pertani (Persero)
Cabang Banyuwangi

Mendapat ijin
mengakhiri Praktek
Kerja Nyata

Sumber: PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi

3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis  setelah melaksanakan

Kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata dan meminta bimbingan

kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;

b. Meminta blanko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul

yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;

c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat Laporan Praktek Kerja Nyata

ke akademik.

d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan

mewawancarai pegawai Kantor PT. Pertani (Persero) Cabang



40

Banyuwangi. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan

kepada narasumber untuk menggali informasi yang diperlukan oleh

penulis tentang perpajakan khususnya Penghitungan dan Pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain

berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data

sekunder seperti UU No. 12 tahun 1985 yang mana telah diubah dengan

UU No. 12 tahun 1994, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah No. 6

tahun 2012, artikel, internet, jurnal, modul dan lain sebagainya yang

berkaitan dengan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah

Buku Pedoman Peraturan Direksi PT. Pertani (Persero) tentang Tata Kerja dan

Susunan Organisasi PT. Pertani (Persero), dan Dokumen Perpajakan PT. Pertani

(Persero).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara  yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

tanya jawab kepada narasumber Kantor PT. Pertani (Persero) Cabang

Banyuwangi yang berhubungan dengan masalah “Penghitungan dan

Pembayaran Pajak Bumi Bangunan”.

b. Observasi

Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan pengamatan

tentang Mekanisme Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani (Persero)

Cabang Banyuwangi. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis adalah

membandingkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
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Bumi dan Bangunan dengan UU No. 12 Tahun 1994 dan Perda

Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2012.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan oleh penulis adalah mengkaji beberapa

literatur, dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan Penghitungan

dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
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BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

a. Mekanisme penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi

mengunakan Official Assessment System. Sistem ini memberi wewenang

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

untuk wilayah Banyuwangi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 sebagaimana

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2012

pasal 3 ayat 4. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berbeda untuk setiap lokasi

dan kelasnya, perbedaan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan No. 150/PMK.03/2010.

b. Administrasi perpajakan khususnya pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi yaitu

dengan cara offline. Mekanisme pembayaran pajaknya adalah PT. Pertani

(Persero) Cabang Banyuwangi menerima SPPT yang diterbitkan oleh

Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang harus dilunasi

maksimal 6 (enam) bulan setelah SPPT tersebut diterbitkan, kemudian PT.

Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi melakukan pembayaran SPPT di

Bank Rakyat Indonesia dengan membawa SPPT sebagai bukti pajak

terutang. Setelah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi menerima tanda bukti

bayar berupa STTS atau Surat Tanda Terima Setoran. Proses pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah sesuai dengan UU No. 12 Tahun

1985 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 12 Tahun 1994 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).



57

5.2.1 Saran

1. Dalam melaksanakan kegiatan perpajakan diharapkan PT. Pertani

(Persero) Cabang Banyuwangi lebih mengikuti perkembangan

peraturan Perpajakan, dikarenakan peraturan perpajakan sering

mengalami perubahan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan

kepastian hukum bagi wajib pajak.

2. PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi dengan segenap karyawan

khususnya bagian Keuangan Umum dan Perpajakan yang menangani

masalah pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetap mengikuti

pelatihan atau penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) sehingga dalam melaksanankan kewajiban

perpajakan perusahaan dapat selalu berjalan dengan baik, tertib dan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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